BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 492/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN DENGAN KINERJA TERBAIK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISIKANAN PADA TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja
Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat Kabupatan Tabalong Tahun 2025 pada tanggal 2
Desember 2025, perlu menetapkan Pemenang
Desa/Kelurahan Dengan  Kinerja  Terbaik  Dalam
Penanggulangan Kemiskinan Pada Tiap Kecamatan Di
Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
I Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397)
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor
11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pemenang Desa/Kelurahan Dengan Kinerja Terbaik
Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tiap Kecamatan di
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. pada tiap Kecamatan ditetapkan masing-masing 1 (satu) desa;
b. bobot penilaian meliputi:
1. Desa:
a) persen penurunan jumlah masyarakat miskin (bobot
30%);
b) persen Pendapatan Asli Desa terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (bobot 10%);
c) persen alokasi dana desa untuk penanggulangan
kemiskinan (bobot 30%);
d) kinerja dalam updating data kemiskinan desa
melalui musyawarah desa dan pada aplikasi Sistem
Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan
Terintegrasi (bobot 20%); dan
e) Inovasi desa dalam penanggulangan kemiskinan
(10%).
2. Kelurahan:
a) persen penurunan jumlah masyarakat miskin (bobot
30%);
b) kinerja dalam updating data kemiskinan desa
melalui musyawarah desa dan pada aplikasi Sistem
Informasi Penanggulangan Terpadu dan Terintegrasi
(bobot 20%); dan
c) Inovasi dalam penanggulangan kemiskinan (50%).
KETIGA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan hasil penilaian dari Tim Penilai Desa/Kelurahan
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dengan kinerja terbaik dalam penanggulangan kemiskinan pada
tiap Kecamatan dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar
masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

KEEMPAT : Penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak
dapat diganggu gugat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal & Qzerber Sely

PARAF HIERARKI

SETARIS DINAS/BADAN ﬁ) SEKD

BUPATI T

" 3ID/KABAG /)/ _;E_“i“" o

ASUBRID/KASUBBAGLIF )N)’\U ADIS/KABAN

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tabalong di
Tanjung.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 40 /2025

TANGGAL 9 ?%v\vw 2008

DAFTAR DESA/KELURAHAN DENGAN KINERJA TERBAIK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO KECAMATAN NAMA DESA SKOR
1. | BANUA LAWAS SUNGAI ANYAR 700
2. | PUGAAN JIRAK 725
3. | KELUA SUNGAI BULUH 850
4. | MUARA HARUS HARUS 800
S. | TANJUNG JUAI 733
6. | MURUNG PUDAK KAPAR 750
7. | TANTA TANTA 550
8. | HARUAI MARINDI 800
9. | BINTANG ARA PANAAN 675
10. | MUARA UYA SUNGAI KUMAP 600
11. | UPAU MASINGALI II 550
12. | JARO NAMUN 725
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